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PERATURAN GUEERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS 
IBUKOTA JAKARTA 

NOMOR 48 TAHUN  2 0 11  

TENTANG 

TATA CARRA PENUJNJUKAN PEGAWAI NEGERI SIPIL SEBAGAI PELAKSANA HARIAN 
DAN PELAKSANA TUGAS PEJABAT STRUKTURAL 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

GJEERNUR PROVINSI DAEFAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA, 

Menitnbang 

Mengingat 

a. bahwa dalam rangka menjamin kelancaran pelaksanaan tugas organisasi 
an untuk tertib administrasi serta untuk kepentisgan dinas, perlu 
mengatur tata cara penunjukan Pegawai Negeri Sipi se'agai pelaksana 
harian dan pelaksana tugas pejabat struktural, 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimakud dalam 
huruf a, perlu renetapkan Peraturan Gubernur tentang Tata Cara 

Penunjukan Pegaai Negeri Sipil sebagai Polaksana Harian dan 
Flaksana Tugas Pejabat Struktural; 

1 .  Udang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pOkok 
Kopegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 
Nmor 43 Tahun 1999; 

2. Udang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan 
Peraturan Perundang-undangan; 

3. Udang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan 
Derah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dongan 
Udang-Undang Nomor 1 2  Tahun 2008; 

4. U dang-Undang Nmor 229 Tahun 2007 tentan Fem,rintahan 
P.cvinsi Daerah Khusus /bukota Jakarta sebagai lbuko Ncyara 

Kesa'van Republik Indonesia; 

5. Peraturan Pemeritah Nomor 100 Tahun 2000 tcntang Pengangkatan 
Pegawai Negeri Sipil dalem abatan Struktural sebagaimana telah 
diubah dengan Fereturan Pemeritah Nomor 13 Tahun 2002; 



Menetapkan 
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6. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang 
Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri 
Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah 
Nomor 63 Tahun 2009; 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin 
Pegawai Negeri Sipil ; 

8. Feraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2009 tentang Tata 
Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah; 

9. Peraturan Dae rah Nomor 10 Tahun 2008 ten tang Organisasi 
Perangkat Daerah ; 

MEMUTUSKAN : 

PERATURAN GUBERNUR TENTANG TATA CARA PENUNJUKAN 
PEGAWAI NEGERI SIP IL SEBAGAI PELAKSANA HARIAN DAN 
PELAKSANA TUGAS PEJABAT STRUKTURAL. 

B A B I  

KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan : 

Daerah adalah Provnsi Daerah Khusus lbukota Jakarta. 

pemerintah Provinsi Daerah Khusus lbukota Jakarta adalah Gubernur 
dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan 
Daerah. 

3. Gubernur adalah Kepala Daerah Provinsi Daerah Khusus lbukota 
Jakarta . 

4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus 
lbukota Jakarta 

5. Asisten Pemerintahan adalah Asisten Pemerintahan Sekretaris Daerah. 

6. Pelaksana Harian adalah Pejabat yang diangkat untuk melaksanakan 
tugas, karena pejabat definitif yang bersangkutan berha langan 
sementara, misalnya melakukan kunjungan dinas ke daerah atau ke 
luar negeri, mengikuti pendidikan dan pelatihan/kursus, cuti, menunaikan 
ibadah haji, dirawat karena sakit atau alasan lain yang serupa. 

7 . P e l a k s a n a  Tugas adalah Pejabat yang diangkat untuk melaksanakan 
tugas, karena pejabat definitif yang bersangkutan berhalangan tetap 
sehingga menyebabkan kekosongan dalam jabatan tersebut, misalnya 
dipromosikan, meninggal dunia atau pensiun. 
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8. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Pegawai 
Negeri Sipil Daerah yang bertugas pada SKPD/UKPD dan Pegawai 
Negeri Sipil lainnya yang diangkat dalam jabatan struktural daerah. 

9. Pejabat Struktural adalah Pejabat yang memiliki tugas, tanggung 
jawab, wewenang dan hak seorang PNS dalam rangka memimpin 
suatu satuan organisasi pemerintahan daerah yang diangkat dan 
diberhentikan oleh pejabat pembina kepegawaian daerah atau Pejabat 
Pemerintah Daerah yang diangkat dan diberhentikan oleh Presiden. 

BAB II 

TATA CARA PENUNJUKAN PNS SEBAGAI PELAKSANA HARIAN DAN 
PELAKSANA TUGAS PEJABAT STRUKTURAL 

Bagian Kesatu 

Pelaksana Harian Pejabat Struktural 

Pasal2 

( 1 )  Penunjukan Pelaksana Harian dilakukan apabila Pejabat Struktural 
Eselon I, I I ,  I l l ,  IV dan V definitif berhalangan sementara dikarenakan 
melakukan kunjungan dinas ke daerah atau ke luar negeri, mengikuti 
pend id ikan dan pelatihan/kursus, cuti, menunaikan ibadah haji, dirawat 
karena sakit atau alasan lain yang serupa. 

(2) Dalam hal Pejabat Struktural Eselon I ,  I I ,  I l l ,  IV dan V definitif 
berhalangan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 )  
sehingga tidak dapat melaksanakan tugasnya untuk jangka waktu 
sekurang-kurangnya 3 (tiga) hari kerja, maka penunjukan Pelaksana 
Harian Pejabat Struktural Eselon I, I I ,  I l l ,  IV dan V diatur sebagaimana 
tercantum dalam Lampiran I Peraturan Gubernur ini. 

(3) Penunjukan sebagai Pelaksana Harian sebagaimana dimaksud pada 
ayat (2) dibuat dengan Surat Perintah Tugas yang memuat tugas-tugas 
yang dapat dilakukan selama Pejabat definitif berhalangan sementara. 

4) Pelaksana Harian tidak dibebaskan dari jabatan definitifnya dan yang 
bersangkutan tetap menjalankan tugas dalam jabatan definitifnya. 

(5) Pelaksana Harian tidak diberikan tunjangan jabatan dalam kedudukannya 
sebagai Pelaksana Harian. 

(6) Penunjukan Pelaksana Harian dilakukan untuk jangka waktu paling 
lama 3 (tiga) bulan. 
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Pasal 3 

Surat Perintah Tugas sebagai Pelaksana Harian dibuat sebagaimana contoh 
yang tercantum dalam Lampiran I l l  huruf A Peraturan Gubernur ini. 

Bagian Kedua 

Pelaksana Tugas Pejabat Struktural 

Pasal 4 

( 1 )  Penunjukan Pelaksana Tugas dilakukan apabila Pejabat Struktural 
Eselon I, I I ,  1 1 1 ,  IV dan V definitif berhalangan tetap dan belum ditunjuk 
pejabat definitif sebagai penggantinya, maka Gubernur atau pejabat lain 
yang ditunjuk mengeluarkan surat perintah tugas penunjukan PNS 
sebagai Pe laksana Tugas. 

(2) Daam hal Pejabat Struktural Eselon I, 1 1 ,  I l l ,  IV dan V definitif 
berhalangan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ,  maka 
penunjukan Pe laksana Tugas Pejabat Struktural Eselon I I I ,  I l l ,  IV dan V 
diatur sebagaimana tercantum dalam Lampiran Il Peraturan Gubernur 
ini. 

(3) Penunjukan sebagai Pelaksana Tugas sebagaimana dimaksud pada 
ayat ( 1 )  dibuat dengan Surat Perintah yang memuat tugas-tugas yang 
dapat d i lakukan selama Pejabat definitif berhalangan tetap. 

(4 )  Pelaksana Tugas tidak dibebaskan dari jabatan definitifnya dan yang 
bersangkutan tetap menjalankan tugas dalam jabatan definitifnya. 

(5) Pelaksana Tugas tidak diberikan tunjangan jabatan dalam kedudukannya 
sebagai Pelaksana Tugas. 

Pasal 5 

Untuk menjamin kepastian arah pengembangan karir, penunjukan Pelaksana 
Tugas dapat d i l a k u k a n  secara langsung oleh Gubernur sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundang-undangan. 

Pasal 6 

( 1 )  Penunjukan Pelaksana Tugas d i l a k u k a n  untuk jangka waktu paling lama 
1 ( s a t u )  tahun. 

(2) Setelah jangka waktu yang ditentukan sebagaimana dimaksud pada 
ayat ( 1 )  berakhir, pejabat definitif sudah harus ditetapkan. 
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Pasal 7 

Surat Perintah Tugas sebagai Pelaksana Tugas dibuat sebagaimana contoh 
yang tercantum dalam Lampiran I l l  huruf B Peraturan Gubernur ini. 

BAB I l l  

KETENTUAN PENUTUP 

Pasal8 

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 
Gubernur ini dengan penempatannya dalam Serita Daerah Provinsi Daerah 
Khusus lbukota Jakarta. 

Ditetapkan di Jakarta 
pada tanggal 28 A p r i l  2 0 1 1  

GUBERNUR PROVINS! DAERAH KHUSUS 
IBUKOTA JAKARTA, 

Diundangkan di Jakarta 
pada tanggal 5 M e i  2 0 1 1  

SEKRETARIS DAERAH PROVINS! DAERAH KHUSUS 
IBUKOTA JAKARTA. 

FADJAR PANJAITAN 
NIP 195508261976011001 

SERITA DAERAH PROVINS! DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA 
TAHUN 2 O 1 1  NOMOR 5 2  



Lampiran I :  Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus 

lbukota Jakarta 

Nomor 48 TAHUN 2 0 1 1  

Tang9al 2 8  A p r i l  2 0 1 1  

A. P E N U N J U KA N  PNS SEBAGAI PELAKSANA HARIAN 

PEJABAT STRUKTURAL ESELON I DAN I 

No Jabatan Pejabat Yang Menunjuk Pejabat Yang Ditunjuk 

1 Sekretaris Daerah Gubernur Salah satu Asisten Sekretaris Daerah 

2 Deputr Guernur Gubernur Salah satu Deputi Gubernur 

3 Asisten Sekretaris Da rah Sekretaris Daerah Salah satu Asisten Sekretaris Daerah 

4 Inspetur Sekretars Daerah Salah satu Asisten Sekretaris Daerah yang 
membidangi 

5 Kepala Bedan Perenc naan Sekretaris Daerat Salah satu Asisten Sekretaris Daerah yang 

Pembangunan Dacrah membidangi atau Wakil Kepala Badan 
Perencanaan Daerah 

6 Kepala Badan Pengelola Sekretaris Daerah Salah satu Asisten Sekretaris Daerah yang 
Keuangan Daerah membidangi atau Wakil Kepala Badan 

Pengelola Keuangan Daerah 

7 Walikota/Bupati Sekretaris Daerah Salah Satu Asisten Sekretaris Daerah atau 
Wakil Walikota/Bupati 

8 Kepala Dias Pariwisata dan Sekretaris Daerah Salah satu Asisten Sekretaris Daerah yang 

Kebudaya3n membidangi atau Wakil Kepala Dinas 
Pariwisata dan Kebudayaan 

9 Kepala Di as Perhubungan Sekretaris Daerah Salah satu Asisten Sekretaris Daerah yang 

membidangi atau Wakil Kepala Dinas 

Perhubungan 

10 Kepala Dias Pekerjan Sekretars Daerah Salah satu Asisten Sekretaris Oaerah yang 
Umum membidangi atau Wakil Kepala Dinas 

Pekerjaan Umum 

1 1  Kepata Dias Kebersinan Sekretaris Daerah Salah satu Asisten Sekretaris Daerah yang 

membidangi atau Wakil Kepala Dinas 
Kebersihan 

12 Kepala Di as Pendidi-an Sekretaris Daerah Salah satu Asisten Sekretaris Daerah yang 

membidangi atau Wakil Kepala Oinas 

Pendidikan 

13 Kepala SKPD lainnya Sekretaris Daerah Salah satu Asisten Sekretaris Daerah yang 
membidangi atau salah satu Pejabat Eselon 
I Kepala SKPD yang serumpun atau 

Pejabat Eselon Ill di lingkungannya 

14 Direktur F SUD/RSKD Sekretaris Daerat Salah satu Asisten Sekretaris Daerah yang 

membidangi atau Kepala SKPD yang 

serumpun atau salah satu Wakil Direktur di 

lingkungan RSUO/RSKO yang 

bersangkutan 

15 Kepala Biro Sekretaris Daerah Salah satu Kepala Biro dalam satu lingkup 
Asisten Sekretaris Daerah atau Pejabat 
Eselon Ill di lingkungannya 

16 Asisten Deputi Gubernur Sekretaris Daerah Salah satu Asisten Deputi Gubernur lainnya 

17 Wakin Kepala Badan Kepala Badan Perencanaan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan 

Perencar.aan Pembangnan Pembangunan Oaerah Daerah dapat merangkap langsung atau 

Oaerah menunjuk Pejabat Eselon III di 
ingkungannya 

18 Waki! Ke ala Badan Kepala Badan Pengelola Kepala Sadan Pengelo1a Keuangan Daerah 

Pengelola Keuangan Daerah Keuangan Daerah dapat merangkap langsung atau menunjuk 
Pejabat Eselon III di lingkungannya 
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No Jabatan Pejabat Yang Menunjuk Pejabat Yang Ditunjuk 

19 Wakil Waikota/Bupat Walikota/Bupati Walikota/Bupati dapat merangkap langsung 
atau menunjuk Sekretaris Kota/Kabupaten 

20 Wakl Ke;ala Dinas Kepala Dias Pariwisata dan Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan 

Pariwisata den Kebudayaan Kebudayaan dapat merangkap langsung atau menunjuk 

Pejabat Eselon Ill di lingkungannya 

21 Wakl Ke; ala Dinas Kepala Dias Perhubungan Kepala Oinas Perhubungan dapat 

Perhubur gan merangkap langsung atau menunjuk 
Pejabat Eselon Ill di lingkungannya 

22 Wakil Kepala Dinas Fekerjaan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kepala Dinas Pekerjaan Umum dapat 

Umum merangkap langsung atau menunjuk 

Pejabat Eselon Ill di lingkungannnya 

23 Wakil Kepala Dinas Kepala Dinas Kebersihan Kepala Dinas Kebersihan dapat merangkap 

Kebersihan langsung atau menunjuk Pejabat Eselon Ill 

di lingkungannya 

24 Wakil Kepale Dinas Kepala Dinas Pendidikan Kepala Dinas Pendidikan dapat merangkap 

Pendidiken langsung atau menunjuk Pejabat Eselon 111 

di lingkungannya 

25 Sekretaris Kota Kabupaten Walikota/Bupati Walikota/Bupati dapat menunjuk Wakil 

Administrasi Walikota/Bupati atau salah satu Asisten 

Sekretaris Kota/Kabupaten pada 

Kota/Kabupaten yang bersangkutan 

B. PENUNJUKAN PNS SEBAGAI PELAKSANA HARIAN 

PEJABAT STRUKTURAL ESELON 111 

No Jabatan Pejabat Yang Menunjuk Pejabat Yang Ditunjuk 

1 Assten Sekretaris Walikota/Bupati Sekretaris Kota/Kabupaten Administrasi 

Kota/Kab .paten Administrasi atau salah satu Asisten Sekretaris 
Kota/Kabupaten lainnva 

2 Inspektur Pen oantu Inspektur Salah satu Pejabat Eselan Ill di Inspektorat 

Kota/Kat paten Adr inistrasi atau Pejabat Eselon IV di Inspektorat 
Pembantu Kota/Kabupaten Administrasi 
yang bersangkutan 

3 Kepala Kantor Perencanaan Kepala Badan Perencanaan Salah satu Pejabat Eseton Ill di Sadan 

Pembangunan Pembangunan Daerah Perencanaan Daerah atau Pejabal Eselon 

Kota/Kabupaten Administrasi IV di Kantor Perencanaan Pembangunan 
Kota/Kabupaten Administrasi yang 

bersanqkutan 

4 Kepala Kantor paoa Kepala Sadan yang Salah satu Pejabat Eselon III di Badan yang 

Kota/Kat upaten Administrasi bersangkutan bersangkutan atau Pejabat Eselon IV di 

kantor tersebut 

5 Kepala S ku Dinas pada Kepala Dinas yang Pejabat Eselon Ill di Dinas atau Pejabat 

Kota/Katupeten Administrasi bersangkutan Eselon IV di Suku Dinas 

6 Camat Walikota/Bupati Salah satu Asisten Sekretaris 

Kota/Kabupaten atau Wakil Carnal di 

lingkungan Kecamatan yang bersangkutan 

7 Kepala L nit Pelaksana Teknis Kepala Oinas/Badan yang Salah satu Pejabat Eselon Ill di 

Dinas/Btdan bersangkutan Dinas/Badan atau Pejabat Eselon IV pada 
Unit Pelaksana Teknis yang bersangkutan 

8 Wakil Cz mat Carnal Camat dapat merangkap langsung atau 
menunjuk Sekretaris Kecamatan di 
tingkungan Kecamatan yang bersangkutan 

g Sekretars Kecamate n Camat Wakil Camat atau atau salah satu Kepala 
Seksi di lingkungan Kecamatan yang 

bersanakutan 

10 Kepala S atuan Polis. Pamong Kepala Satuan Polisi Pamong salah satu Pejabat Eselon Ill di Satuan 

Praja Ko.a/Kabupaten Praja Polisi Pamong Praja atau Pejabat Eselon IV 

Administrasi di lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja 
Kota/Kabupaten Administrasi 



5 

No Jabatan Pejabat Yan Menunjuk Pejabat Yang Ditunjuk 

1 1  Wakil Dire»tur RUD/RSKD Direktur Wakil Direktur atau Pejabat Eselon Ill yang 

bersesuaian 
12 Kepal Bagan/Bidang Direktur Wakl Direktur atau Kepala Bidang/Bagan 

RSUD RS.D lainnya yang bersesuaian 

13 Pejabat Eselon Ill sela.n Inspektur, Kepala Badan, Kepala Pejabat Eselon III lainnya atau Pejabat 
sebagaimana dima.sud pada Dinas, Sekretaris DPRD, Kepala Eselon IV pada lingkup jabatan Eselon Ill 

angka 1 sempai 12 Satuan Polisi Pamong Praja, yang berhalangan 
Walikota, Bupati, Kepala Biro 
alau Sekretaris OPP KORPRI 

C. PENUNJUAN PNS SEBAGAI PELAKSANA HARIAN 
PEJABAT STRUKTURAL ESELON IV 

No Jabatan Pejabat Yang Menunjuk Pejabat Yang Ditunjuk 

1 Lurah Carnal Kepala Seksi Kecamatan yang membidangi 
atau Wakil Lurah yang bersangkutan 

2 Pejabat Es elon IV di Kepala Biro Salah satu Pejabat Eselon IV atau staf pada 

Sekretaria Daerah Subbagian Pejabat Eselon IV yang 
berhalanaan 

3 Pejabat Exelon IV di Sekretanis DPRD Salah satu Pejabat Eselon IV atau staf pada 

Sekretaria: DPRD Subbagian Pejabat Eselon IV yang 

berhalangan 

4 Pejabat Exelon IV di lnspektur Salah satu Pejabat Eselon IV atau staf pada 

Inspektorat Subbagian/Seksi Inspektorat Pembantu 
Pejabat Eselon IV yang berhalangan 

5 Pejabat Eselon IV i Badan Kepala Badan Perencanaan Salah satu Pejabat Eselon IV atau staf pada 

Perencanaan Pembangunan Pembangunan Daerah Subbagian/Subbidang Pejabat Eselon IV 

Daerah vana berhalanaan 

6 Pejabat Eselor IV di Badan Kepala Badan Pengelola Salah satu Pejabat Eselon IV atau staf pada 

Pengelola Keu. gan Daerah Keuangan Daerah subbagian/subbidang Pejabat Eselon IV 
vanq berhalanqan 

7 Pejabat Etelon IV di Badan Kepala Sadan Salah satu Pejabat Eselon IV atau staf pada 

Subbagian/Subbidang Pejabat Eselon IV 
vana berhalanaan 

8 Pejabat Eelcn IV di Dinas Kepala Dinas Salah satu Pejabat Eselon IV atau staf pada 
Subbagian/Seksi Pejabat Eselon IV yang 
berhalan0an 

9 Pejabat E:elon IV di Sekretaris Kota/Kabupaten Salah satu Pejabat Eselon IV atau staf pada 
Sekre arizt Kata/Kabupaten Administrasi Subbagian Pejabat Eselon IV yang 
Adminirtr; si berhalanaan 

10 Pejabat E elon IV di Satuan Kepala Satuan Polisi Pamong Salah satu Pejabat Eselon IV atau staf pada 

Polisi Pan ona Praja Praja Subbagian/Seksi Pejabat Eselon IV yang 

berhalanqan 

11  Pejabat Exelon IV di Camat Salah satu Pejabat Eselon IV lain yang 

Kecamata bersesuaian 

12 Wakil Lur: h Lurah Lurah dapat merangkap langsung atau 
menunjuk Sekretaris Kelurahan 

13 Sekretaris Keiurahan Lurah Wakil Lurah atau salah satu Kepala Seksi 
Kelurahan 

14 Pejabat E selon IV di Lurah Salah satu Kepala Seksi lainnya 

Kelurahar selain Vakil Lurah 

dan Sekretaris Kelurahan 

15 Pejabat E elon IV di Inspektorat Pembantu Pejabat Eselon IV lainnya atau staf pada 

l n s p e - t o r t  Pembantu Kota/Kabupaten Administrasi Subbagian/Seksi Pejabat Eselon IV yang 

Kotaabupaten Administrasi berhalangan 

16 Pejabat E selon IV di Kantor Kepala Kantor Perencanaan Pejabat Eselon IV lainnya atau staf pada 

Perencan an Pembangunan Pembangunan Kota/Kabupaten Subbagian/Subbidang Pejabat Eselon IV 

Kota/Kabupaten Administrasi Administrasi yang berhalangan 



No Jabatan Pejabat Yang Menunjuk Pejabat Yang Ditunjuk 
1 7  Pejabat Eselon IV di Kantor Kepala Kantor yang Pejabat Eselon IV lainnya atau staf pada 

pada Kota/Kabupater bersangkutan Subbagian/Subbidang/Seksi Pejabat Eselon 
Administr si IV yang berhalanqan 

18 Peabat E selon IV di Suku Kepala Suku Dinas Pejabat Eselon IV lainnya atau stat pada 
Dinas paca Kota/Kabupaten Subbagian/Seksi Pejabat Eselon IV yang 
Administr 1si berhalangan 

19 Pejabat Eselon IV di Sekretaris KORPRI Pejabat Eselon IV lainnya alau seorang staf 
Sekretarit KORPRI vang dipandang mampu dan cakap 

20 Pejabat E selon IV pada Unit Kepala Unit Pelaksana Teknis Seorang Pejabat Eselon IV lainnya atau 
Pelaksana Teknis seorang staf yang dipandang mampu dan 

cakap 

21 Kepala Psat Keschatan Kepala Suku Dinas Kesehatan Salah satu Kepala Seksi Suku Dinas 
Masyarakat Kecamatan Kesehatan atau Pejabat Fungsional 

Kesehatan di Pusat Kesehatan yang 
bersanakutan 

22 Kepala S e s i L n a s  Kepala Suku Dinas yang Salah satu Kepala Seksi Suku 
Kecamate.n/PPL-KB/Kepala bersangkutan/Kepala Kantor Dinas/Kepala Seksi Kantor Keluarga 
Satuan Tugas Satuan Polisi Keluarga Berencana/Kepala Berencana/Kepala Seksi Saluan Palisi 
Pamong Praia Kecamatan, Satuan Polisi Pamong Praja Pamong Praja Kota/Kabupaten 

Kota/Kabupaten 

D. PENUNJUKANPNS SEBAGAI PELAKSANA HARIAN 

PEJABAT STRUKTUR.\L ESELON V 

No Jabatan Pejabat Yang Menunijuk Pejabat Yang Ditunjuk 
1 Kepala Tu pada Sekclah Kepala Sekolah Guru atau seorang staf yang dipandang 

Menenqah Pertama mampu dan cakap 
2 Kepala Tu pada Seklah Kepala Sekolah Guru atau seorang staf yang dipandang 

Menenga A1as mampu dan cakap 

GUBERNUR P VINSI DAERAH KHUSUS 

TA JAKARTA, 



Lampiran I ;  Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus 

lbukota Jakarta 

Nomor 48 TAHUN 2011 

Tanaal 28 A p r i l  2 0 1 1  

A. PENUNJUKAN PANS SEBAGAI PELAKSANA TUGAS 

PEJABAT STRUKTURAL ESELON I DAN IL 

No batar Pejzbat Yang Menunjuk Pejabat Yang Ditunjuk 
-- 

1 Sekret ris erah Gubernur Salah satu Asisten Sekretaris Daerah 
-- 

2 Deputi ube rnur Gubernur Salah satu Oeputi Gubernur 

3 Asister Sekretaris Daerah Gubernur Salah satu Asisten Sekretaris Daerah 

4 Inspek:ur Gubernur Salah satu Asisten Sekretaris Daerah yang 

membidangi 

5 Kepala Badan Perencanaan Gubernur Salah satu Asisten Sekretaris Daerah yang 
Pembangunan Daerah membidangi atau Wakil Kepala Badan 

Perencanaan Daerah 

6 Kepala Badan Pengelola Gubernur Salah satu Asisten Sekretaris Daerah yang 
Keuan;an Daerah membidangi atau Wakil Kepala Badan 

Pengelola Keuangan Oaerah 

7 Walikota/Bupatu Gubernur Salah satu Asisten Sekretaris Daerah atau 

Wakil Walikota/Bupati pada Kota/Kabupaten 

Administrasi yang bersangkutan 

8 Kepala Dinas Pariwisata dan Gubernur Salah satu Asisten Sekretanis Daerah yang 
Kebud.yaan membidangi atau Wakil Kepala Dinas 

Pariwisata dan Kebudayaan 

9 Kepala Dinas Perhubungan Gubernur Salah satu Asisten Sekretaris Daerah yang 

membidangi atau Wakil Kepala Dinas 

Perhubungan 

10 Kepala Dinas Pekerjaan Gubernur Salah satu Asisten Sekretaris Daerah yang 
Umum membidangi atau Wakil Kepala Dinas 

Pekerjaan Umum 

1 1  Kepala Dinas Kebersihan Gubernur Salah satu Asisten Sekretaris Daerah yang 
membidangi atau Wakil Kepala Dinas 
Kebersihan 

12 Kepala Dinas Penidikan Gubernur Salah satu Asisten Sekretaris Daerah yang 
membidangi atau Wakil Kepala Dinas 
endidikan 

13 Kepale SKPD lainnya Gubernur Salah satu Asisten Sekretaris Daerah yang 

membidangi atau salah satu Pejabat 
Eselon II Kepala SKPO yang serumpun atau 
Pejabat Eselon Ill di lingkungannya 

14 Direkt RSUD/RSKD Gubernur Salah satu Asisten Sekretaris Daerah yang 
membidangi atau Kepala SKPD yang 
serumpun atau salah satu Wakil Direktur di 
lingkungan RSUD/RSKD yang bersangkutan 

15 Kepalz Biro Gubernur Salah satu Kepala Biro dalam satu lingkup 
Asisten Sekretaris Daerah atau Pejabat 

Eselon Ill di lingkungannya 

16 Asister Deputi Gubernur Gubernur Salah satu Asisten Deputi Gubernur lainnya 

17 Wakil Kepala Badan Gubcrnur Kepala Badan Perencanaan Pembangunan 

Perensanaan Pembangnan Daerah atau Pejabat Eselon II lain yang 

Daerai serum pun 



No Jabatan Pejabat Yang Menunju Pejabat Yang Ditunjuk 

18 Wakil + epala Badan Gubernur Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah 

Pengel la Keuangan Daerah atau Pejabat Eselon II lain yang serumpun 

19 Wakil !/alikota/Bupati Gubernur Walikota/Bupati atau Sekretaris 
Kota/Kabupaten 

20 Wakilt epala Dinas Gubernur Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan 

Pariwis3ta dan Kebudayaan atau Pejabat Eselon II lain yang serumpun 

21 Wakil k.epala Dias Gubernur Kepala Dinas Perhubungan atau Pejabat 
Perhub ngan Eselon II lain yang serumpun 

22 Wail +epala Dinas Gubernur Kepala Dinas Pekerjaan Umum atau 
Pekerjaan Umum Peiabat Eselon I lain yang serumpun 

23 Wakil Kepala Dinas Gubernur Kepala Dinas Kebersihan atau Pejabat 

Kebersihan Eselon 11 lain yang serumpun 

24 Wail  Kepala Dinas Gubernur Wakil Kepala Dinas Pendidikan atau Pejabat 

Pe:didikan Eselon II lain yang serumpun 

25 Sekret ris ota/Kabupaten Gubernur Wakil Walikota/Bupati atau salah satu 

Admini tras Asisten Sekretaris Kota/Kabupaten pada 

Kota/Kabupaten Administrasi yang 

bersangkutan 

B. PENUNJL KAN PNS SEBAGAI PEL.AKSANA TUGAS 

PEJABAl STRUKTURAL ESELON III 

No Jabatan Pejabat Yang Menunjuk Pejabat Yang Ditunjuk 

1 Asister Seketaris Sekretaris Daerah Sekretaris Kota/Kabupaten Administrasi di 
Kota/K ibuaten Aministrasi lingkungan Kota/Kabupaten yang 

bersangkutan atau salah satu Asisten 

Sekretaris Kota/Kabupaten lainnya 

2 Inspek ur embantu Sekretamis Daerah Salah satu Pejabat Eselon Ill di Inspektorat 

Kota/Kabupaten A&ministrasi atau Pejabat Ese!on IV di lnspektorat 
Pembantu Kota/Kabupaten Administrasi 

vanq bersanqkutan 

3 Kepala Kantor Perencanaan Sekretaris Daerah Salah satu Pejabat Eselon Ill di Badan 

Pembengunan Perencanaan Daerah atau Kepala Kantor 
Kota/K bupater Aministrasi Perencanaan Pembangunan 

Kota/Kabupaten Administrasi lainnya 

4 Kepala Kantor pad Sekretaris Dae rah Salah satu Pejabat Eselon Ill di Badan yang 

Kota/K bupaten Administrasi bersangkutan atau salah satu Kepala Kantor 
pada Kota/Kabupaten Administrasi lainnya di 

lingkungan Badan yang bersangkutan 

5 Kepale Suku Dias pada Sekretanis Daerah Pejabat Eselon III di Dinas yang 

Kota/K bupaten Administrasi bersangkutan atau salah satu Kepala Suku 

Dinas pada Kota/Kabupaten Administrasi di 
lingkungan Dinas yang bersangkutan 

6 Carnal Sekretaris Daerah Salah satu Asisten Sekretaris 

Kota/Kabupaten atau Wakil Camat yang 

bersanqkutan 

7 Kepal Unit Pelaksanaan Sekretaris Daerah Salah satu Pejabat Eselon III di lingkungan 

Teknis Dinas/Badan Dinas/Badan yang bersangkutan 

8 Wakit Camat Sekretaris Daerah Camat atau Sekretaris Kecamatan di 
lingkungan Kecamatan yang bersangkutan 

9 Sekretris Kecamatan Sekretaris Daerah Camat atau Wakl Camat atau salah satu 
Kepala Seksi di lingkungan Kecamatan yang 

bersanakutan 
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No Jabatan Pejabat Yang Menunjuk Pejabat Yang Ditunjuk 

10 Kepala Satuan Polis. Pamong Sekretaris Daerah Salah satu Pejabat Eselon Ill di Satuan 

Praia Kota/Kabupaten Polisi Pamong Praja atau Kepala Satuan 

Administrasi Polisi Pamong Praja Kota/Kabupaten 

Administrasi lainnva 

1 1  W a il  Diektur RSUDRSKD Sekretanis Daerah Wail Direktur atau Pejabat Eselon Ill yang 
bersesuaian 

12 Kepala agian/8dang Sekretaris Daerah Wakil Direktur atau Kepala Bidang/Bagian 

RSUD/SKD lainnva vanq bersesuaian 

13 Pejabat Eselon Ill selain Sekretaris Daerah Pejabat Eselon Ill lainnya di lingkungan 

sebagai nana dimak sud pada SKPO/UKPD yang bersangkutan 

huruf a ampai l  

C. PENUNJUKAN PNS SEBAGAI PELAKSANA TUGAS 

PEJABAT 3TRUKTJRAL ESELON IV 

No Jabatan Pejabat Yang Menunjuk Pejabat Yang Ditunjuk 

f Lurah Asisten Pemerintahan Kepala Seksi Kecamatan yang membidangt 
atau Kepala Seksi Kecamatan lainnya atau 
Sekretaris Kecamatan di wilayah kecamatan 
yang bersangkutan 

2 Pejabat Eselon IV ci Asisten Pemerintahan Salah satu Pejabat Eselon IV pada bagian 

Sekretriat Daerah Pejabat Eselon IV yang berhalangan atau 
Kepala Bagian Pejabat Eselon IV yang 
berhalanqan 

3 Peyabat Eselon IV di Asisten Pemerintahan Salah satu Pejabat Eselon IV pada bagian 

Sekretariat DPRD Pejabat Eselon IV yang berhalangan atau 
Kepala Bagian Pejabat Eselon IV yang 
berhalanaan 

4 Pejaba: Eselon IV di Asisten Pemerintahan Salah satu Pejabat Eselon IV pada 

Inspektrat Sekretariat/lnspektorat Pembantu Pejabat 
Eselon IV yang berhalangan atau 
Sekretaris/lnspektur Pembantu Pejabat 
Eselon IV yang berhalangan 

5 Pejaba Eseion IV Badan Asisten Femerintahan Salah satu Pejabat Eselon IV pada 

Perencnaan Pembangunan Sokretariat/Bidang Pejabat Eselon IV yang 

Daerah berhalangan atau Sekretaris/Kepala Bidang 
Pejabat Eselon IV yang berhalangan 

6 Pejabat Eselon IV di Badan Asisten Pemerintahan Salah satu Pejabat Eselon IV pada 
Pengelola Keuangan Daerah SekretariaVBidang Pejabat Eselon IV yang 

berhalangan atau Sekretaris/Kepala Bidang 
Pejabat Eselon IV yang berhalangan 

7 Peyabat Eselon IV di Badan Asisten Pemerintahan Salah satu Pejabat Eselon IV pada 
Sekretariat/Bidang Pejabat Eselon IV yang 
berhalangan atau Sekretaris/Kepala Bidang 
Pejabat Eselon IV yang berhalangan 

8 Peyabzt Eselon IV di Dinas Asisten Pemerintahan Salah satu Pejabat Eselon 1V pada 
Sekretariat/Bidang Pejabat Eselon IV yang 
berhalangan atau Sekretaris/Kepala Bidang 
Pejabat Eselon IV yang berhalangan 

9 Pejab:t Eselon IV di Asisten Pemerintahan Salah satu Pejabat Eselon IV atau staf pada 

Sekret riat Kota/Kabupaten Subbagian Pejabat Eselon IV yang 

Admin strasi berhalangan atau Kepala Bagian Pejabat 
Eselon IV yang berhalangan 

10 Peab Es. Ion IV di Saluan Asisten Pemerintahan Salah satu Pejabat Eselon IV pada 

Polisi am« g Praia Bagian/Bidang atau Kepala Bagian/Bidang 
Pejabat Eselon IV yang berhalangan 

1 1  Pejabat Eselon IV di Asisten Pemerintahan Salah satu Peabat Eselon IV lain yang 

Kecamatan 
bersesuaian atau Sekretaris Kecamatan 

12 Wkil Lurah Asisten Pemerintahan Lurah atau Sekretaris Lurah 

13 Sokretaris Kelurahan Asisten Pemerintahan Lurah atau Wakil Lurah 



No Jabatan Pejabat Yang Menunjuk Pejabat Yang Dtunjuk 
14 Peabet Eselon IV fl Assten Pemerintahan Salah satu Kepala Seksi lainnya 

Kelura'an selain Vakil Lura 

dan Sekretaris Kelurahan 

15 Pe abat Eselon IV di Asisten Pemerintahan Pejabat Eselon IV lainnya di lingkungan 
Ins ek orat Pembantu Inspektorat Pembantu Kota/Kabupaten 

Ko:a/K3bupaten Administrasi Administrasi yang bersangkutan atau 

Inspektur Pembantu Kota/Kabupaten 
Administrasi Pejabat Eselon IV yang 
berhalanqan 

16 Peaba Eselon IV di Kantor Asisten Pemerintahan Pejabat Eselon IV lainnya di lingkungan 

Perencanaan Pembangunan Kantor Perencanaan Pembangunan 

Kota/Kabupaten Administrasi Kota/Kabupaten Administrasi yang 

bersangkutan atau Kepala Kantor Pejabat 
Eselon IV vana berhalanaan 

17 Peabat Eselon IV di Kantor Asisten Pemerintahan Pejabat Eselon IV lainnya di lingkungan 

pada ota/Kabupa:en kantor yang bersangkutan atau Kepala 

Adminutras Kantor Pejabat Eselon IV yang berhalangan 

18 Peyabat Eselon IV Ji Suku AsiSten Pemerintahan Pejabat Eselon IV lainnya di lingkungan 

Dinas pada Kota/Kabupaten Suku Dinas yang bersangkutan atau Kepala 

Administrasi Suku Dinas Pejabat Eselon IV yang 
berhalangan 

19 Peyabat Eselon IV di Asisten Pemenintahan Pejabat Eselon IV lainnya atau Kepala 
Sekret rie: KORPI Bagian Pejabat Eselon IV yang berhalangan 

20 Peyabat Eselon IV Dada Unit Asisten Pemerintahan Seorang Pejabat Eselon IV lainnya pada 
Pelaksana Teknis Unit Pelaksana T eknis yang bersangkutan 

a tau Kepala Unit Pelaksana T eknis Pejabat 
Eselon IV yang berhalangan 

21 Kepala Pusat Kesehatan Asisten Pemerintahan Salah satu Kepala Seksi Suku Dinas 
Masva akat Kecamatan Kesehatan 

22 Pejabat Eselon IV di Kepala Asisten Pemerintanan Pejabat Eselon IV lainnya di lingkungan 
Pusat Kesehatan Masyarakat Suku Dinas Kesehatan 
Kecan ata 

23 Kepale Seksi Dinas Asisten Pemerintahan Salah satu Kepala Seksi Suku Dinas/Kepala 
Kecan ata /PPL-KB3IKepala Seksi Kantor Keluarga Berencana/Kepala 
Satuar Tugas Satuan Polisi Seksi Satuan Polisi Pamong Praja 
Pamor g Fraja Kecamatan, Kota/Kabupaten 

D. PENUNJUKAN PNS SEBAGAI PELAKSANA TUGAS 

PEJABAT STRUKTUPAL ESELON V 

No Jab&tar Pejabat Yang Menunjuk Peiabat Yana Dituniuk 

1 Kepala TU pada Sekolah Kepala Dinas Pendidikan Kepala Sekolah atau Pejabat Eselon IV 

Menenqah Pertam pada Suku Dinas 

2 Kepala TU pada Sekolah Kepala Dinas Pendidikan Kepala Sekolah atau Pejabat Eselon IV 

Menenah Atas oada Suku Dinas 

VINSI DAERAH KHUSUS 



Lampiran Ill : Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus 

lbukota Jakarta 

Nomor 
Tanggal 

A. Contoh Surat Perinah Tugas Sebagai Pelaksana Harian 

48 TAHUN 2 0 1 1  
28 A p r i l  2011 

(KOP NASKAH DINAS) 

SURAT PERINTAH TUGAS 

NOMOR") 

Sehubungan dengan . . . . .  (diisi nama jabatan yang berhalangan) sedang melaksanakan 
(dis ,  alasan mengapa tidak dapat melaksanakan tugasnya, misalnya dinas ke daerah), 

dengan ini 

MEM E R INTAHKAN: 

Kepada Nara 

NIP NRK 
Pargkat/Gol 
Jabatan 

Untuk 1 .  Melaksanakan tugas sebagai Pelaksana Harian . . . . .  (diisi nama jabatan yang 
terha langan) dan diberi kewenangan u n t u k_ .  ... (misalnya melakukan tugas­ 
tugas rutin) terhitung mulai tanggal . .  sampai dengan tanggal .. 

2 Dalam melaksanakan tugas tersebut, Pelaksana Harian tidak memiliki 
kewenangan untuk mengambil atau menetapkan keputusan-keputusan 
penting yang mengikat, seperti : pembuatan Daftar Penilaian Pelaksanaan 
Pekerjaan (DP3), penelapan surat keputusan, penjatuhan hukuman disiplin 
atau keputusan yang berupa kebijakan slrategis (atau dapat disesuaikan 
dengan kondisi unit kerja yang bersangkutan). 

Perintah tugas ini untuk dilaksanakan sebaik-baiknya dan penuh tanggung jawab. 

Oikeluarkan di 
pada tanggal 

(Nama Jabatan yang menunjuk Pelaksana Harian) 

Tembusan 

(. . . .  

NIP 
.  .  ' )  

1 .  (sebutan nama jabatan yang dipandang perlu untuk diberi tembusan) 
2. sda; 
3. sda dst, 
4. (sebutkan nama jabatan dari pengelola kepegawaian di SKPD/UKPD masing-masing) 

Keterangan 
) Disesuaikan dengan ode klasifikasi 
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B. Contoh Srat Perintah Tugas Sebagai Pelaksana Tugas 

(KOP NASKAH DINAS) 

SURAT PERINTAH TUGAS 

NOMOR") 

Seutungan dengan . . . . .  (diisi nama jabatan yang berhalangan) berhalangan tetap . . .•  
(diisi alasznnya misalnya promosi, meninggal dunia atau pensiun) dengan ini 

MEMERINTAHKAN: 

Kepada 

Untuk 

Nam a 
NIP/NRK 
Pankat/Gol 
Jabatan 

1 .  Melaksanakan tugas sebagai Pelaksana Tugas (Jabatan yang kosong) 
pada (SKPD/UKPD jabatan yang sedang kosong).disamping 
Jabatannya sebagai •• . . . .  (Jabatan yang sedang dipangku) terhitung 
mulai tanggal. . . . .  sampai dengan Pejabat definitif ditetapkan. 

2 Dalam melaksanakan tugas tersebut, Pelaksana Tugas tidak memiliki 
kewenangan untuk mengambil atau menetapkan keputusan-keputusan 
penting yang mengikat, seperti : pembuatan Daftar Penilaian Pelaksanaan 
Pekerjaan (DP3), penetapan surat keputusan, penjatuhan hukuman disiplin 
atau keputusan yang berupa kebijakan strategis (atau dapat disesuaikan 
dengan kondisi unit kerja yang bersangkutan). 

Perintah tug as ini untuk dilaksanakan sebaik-baiknya dan penuh tanggung jawab. 

Dikeluarkan di 
pada tanggal 

(Nama Jabatan yang menunjuk Pelaksana Tugas) 

( 
N IP 

. . . . .  )  

Tembusan :  

1 .  (sebutkan nama jabatan yang dipandang perlu untuk diberi tembusan) 
2. sda; 
3. sda ds: 
4. (sebutkan nama jabatan dari pengelola kepegawaian i SKPD/'UKPD masing-masing) 

Keterangan 
)Disesuakan dengan kode klasifikasi 

VINSI DAERAH KHUSUS 




